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Proses pembangunan nasional yang berlangsung dewasa ini sedang 

mengalami pergeseran dari bingkai sistem otoriter ke sistem demokrasi. Hal ini 

menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi sorotan yang tajam, 

terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Dalam 

konteks ini, penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan 

pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama, oleh karena masyarakat mulai kritis 

dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas 

pelayanan dari instansi pemerintah. Disisi lain, pengukuran keberhasilan maupun 

kegagalan instansi pemerintah dalam mertjalankan tugas pokok dan fungsinya 

sulit dilakukan secara obyektif, disebabkan oleh karena belum diterapkannya 

sistem pengukuran kinerja, yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan 

secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan program-program disuatu instansi 

pemerintah. 

Perkembangan dan pertumbuhan masyarakat yang secara dinamis disertai 

dengan peningkatan taraf hidup dan pendidikan masyarakat ditambah dengan 

berkembangnya kemajuan dibidang teknologi dan informatika menjadikan 

peningkatan proses empowering dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu 

pelayanan Birokrasi disektor publik juga diharapkan mengikuti perubahan

perubahan yang terjadi secara cepat dan dinamis sebagaimana yang terjadi di 

masyarakat. Dimana dari monolog harus berani diubah menjadi fleksibel, 

kolaboratif, alighment dan dialogis. Dan dari cara-cara sloganis yang berkembang 
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dikalangan Birokrasi model orde baru sebaiknya dirubah dengan pola kerja yang 

realistis, programis dan pragmatis. 

Sampai saat ini aparat birokrasi pemerintah belum sepenuhnya 

melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dibebankan kepadanya 

berdasarkan norma-norma yang ditetapkan dan diharapkan oleh masyarakat. 

Kondisi ini dapat dilihat melalui berbagai penyimpangan yang terjadi sehingga 

semakin lama semakin parah dan berakibat pada tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah menurun. Kondisi ini diperparah dengan krisis moneter yang 

mengakibatkan krisis ekonomi nasional dan semuanya bermuara pada krisis 

kepercayaan. 

Birokrasi pemerintahan sedang bergeser dengan beberapa upaya korektif, 

mengupayakan netralitas tumbuhnya demokrasi, tumbuhnya orientasi pada 

masyarakat dan tumbuhnya aspirasi dan kontrol masyarakat. Birokrasi sedang 

bergeser dari paradigma sentralistik ke desentralistik, dari otoritarian ke 

egalitarian dan demokratis, dari kedaulatan Negara ke kedaulatan rakyat, dari 

organisasi yang besar menjadi ramping tapi kaya fungsi, dari rowing (semua 

dikerjakan sendiri) menjadi stering (mengarahkan). Upaya-upaya tersebut masih 

dibayangi oleh ketidakpastian dan sedang mencari bentuk yang tepat. Pada 

dasarnya upaya tersebut diarahkan untuk mendapatkan dukungan administrasi 

Negara yang mapan mengenai kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan 

fungsi Birokrasi dalam mewujudkan administrasi yang makin handal, 

professional, efisiensi, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika 

perubahan lingkungan. 
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